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EDITORIAL

Fatamorgana
Kinerja DPR

PEMIMPIN DPR kini ber-
jumlah enam orang sete-
lah Utut Adianto dari
Fraksi: PDI- Per-
juangan dilantik
kemarin. Pelan-
tikan itu sebagai
konsekuensi resmi
berlakunya Undang-Un-
dang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR,
DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Penambahan jumlah pemimpin itu di-
harapkan menjadi amunisi untuk memacu
kinerja dewan. Itu harapan yang sangat
wajar. Akan tetapi, selama ini DPR kerap
tidak tunduk pada logika kewajaran se-

g
DUTA

perti DPR yang mestinya tidak antikritils

karena dalam tubuhnya bersefmayarm roh
demokrasi.

Wajar-wajar pula jika ada suara sumbang
vang mengatakan tidak ada korelasi an-
tara penambahan jumlah pemimpin dan
kinerja. Penambahan itu lebih pada Kepeéen-
tingan membagi-bagi kuzsi=

Suara sumbang itu berbasis fakta, bukan !

hoaks, sebab selama ini DPR belum men-
dapatkan rapor biru. Forum Masyarakat
Peduli Parlemen Indonesia (Formappi)
mencatat target legislasi DPR tidak pernah
tercapai. Begitu juga soal kredibilitas etika,
selama 2017 terdapat 10 dugaan pelang-
garan kode etik yang diadukan kepada
Mahkamah Kehormatan Dewan.

Kehadiran Utut di jajaran pemimpin
mestinya bisa menambal kekurangan-
kekurangan yang selama ini melekat
sebagai citra negatif DPR. Jangan sampai
penambahan pemimpin hanya menjadi
beban karena, yang pasti, kini uang rakyat
vang dikeluarkan untuk memfasilitasi pim-
pinan DPR bertambah 20%.

Tidak hanya Utut di DPR, UU MD3 juga
mengamanatkan penambahan jumlah
pemimpin di MPR. Bahkan tiga sekaligus,
Achmad Basarah dari Fraksi PDI Perjuang-
an, Muhaimin Iskandar dari Fraksi Partai
Kebangkitan Bangsa, dan Ahmad Muzanni
dari Fraksi Partai Gerindra yang akan dilan-
tik pada hari ini.

Pimpinan baru di lembaga perwakilan
itu hanya memiliki masa bakti setahun
enam bulan. Apalagi di tahun politik ini,
segenap pikiran dan tenaga mereka le-
bih dicurahkan untuk kontestasi. Karena
itulah, tidak salah jika ada yang menilai
prenambahan jumlah pemimpin bukan
berorientasi kinerja.

Harus jujur dikatakan bahwa UU MD3
tidak memiliki desain besar untuk mem-
perkuat parlemen. UU MD3 mestinya jadi
penopang bagi kuatnya parlemen secara
institusi untuk menunjang perbaikan ki-
nerja para anggota.

Aroma bagi-bagi jabatan di UU MD3 itu
makin kentara ketika jumlah pemimpin
DPR menjadi enam orang dan MPR berjum-
lah delapan orang hanya berlaku hingga
periode ini selesai. Kepemimpinan DPR dan
MPR periode 2019-2024 akan dikembalikan
pada posisissemula, yakni satu ketua dan
empat wakil ketua. Mekanisme penentuan-
nya mengacu pada hasil Pemilu 2019, dari
urutan pertamahingga kelima.

Jika DPRtidak berbenah, jangan salahkan
publik untuk terus melontarkan kecaman
dan cacian. Kritik saja mungkin sudah ti-
dak cukup untuk menjabarkan buruknya
kinerja. Karena itulah, jika melihat tabiat
mereka selama ini, berharap DPR berubah
bagaikan fatamorgana.

Apalagi, DPR kini bermental antikritik
dengan banyaknya pasal yang mengancam
kebebasan berpendapat dalam UU MD3.
Klausul-klausul itu kini tengah digugat di
Mahkamah Konstitusi.

Padahal, kritik, kecaman, dan cacian
yvang dialamatkan ke DPR bekerja sesuai
dengan hukum kausalitas. Jika berkinerja
bagus, DPR pastl menuai pujian, bukan
hujatan.

Di penghujung masa jabatan ini, DPR se-
mestinya sadar untuk menerapkan politik
kinerja, bukan sekadar politik akomodasi.
Tantangan DPR saat ini ialah bagaimana

-meningkatkan kepercayaan publik de-

ngan menjalankan peran dan fungsi secara
maksimal, bukan justru sekadar bagi-bagi
kekuasaan. Kinerja yang nyata, bukan seka-
dar fatamorgana.
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